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This   study   aims   to   determine   the   Effect   of   Regional   Financial Management Systems and Accounting System Implementation on Local Government Performance (Case studies in all Regional Apparatus Organizations in East Lombok District). This study uses Primary data with the population of all Regional Apparatus Organizations in East Lombok Regency. The sampling technique used was purposive sampling, with a total sample of 30 respondents. The analysis model used in this study was multiple linear regression, validity test, reliability test, classic assumptions and t test and f test which were processed using SPSS 22.
The results of this study indicate that the regional management system does not affect the performance of the regional government of East  Lombok Regency.  T  value  is  calculated  as  -0.004.  The  results  obtained  for  t  table amounted to 2.05183. Because t arithmetic <t table (-0.004 <2.05183) and the level of significance> 0.05 (0.997> 0.05). SAP implementation system affects the performance of the government of East Lombok Regency. T value calculated for 2.265. The results obtained for t table of 2.05183. Because t arithmetic> t table (2.265> 2.05183). While the significance level of 0.014. Because the level of significance <0.05 (0.014 <0.05). Regional financial management and SAP implementation affect the performance of local governments. With a significance level of 0.044 then <0.05.

Keywords: Government   Performance,   Regional   Financial   Management System, and Implementation of Government Accounting Systems.

Latar Belakang
Desentralisasi pembangunan dalam bidang ekonomi telah dituangkan dan diimplementasikan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang No .2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,  reformasi  pengelolaan  keuangan  negara  oleh  pemerintah  salah satunya ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Desentralisasi ini mengandung pengertian bahwa daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan sendiri dan didukung dengan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini juga berdampak pada kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang yang   diubah   menjadi   kebijakan   daerah   termasuk   kebijakan   dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses transisi dan desentralisasi ini menuntut setiap instansi pemerintah daerah untuk mengupayakan dan menerapkan sistem pemerintahan yang bersih dan kuat (type of a clean or good governance). Selain itu,urgensi terhadap kebutuhan sistem pemerintahan seperti ini tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  menyatakan  bahwa  keuangan daerah adalah sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban  dan pengawasan keuangan daerah.”.
Secara umum pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi masalah ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dan tidak berjalan dengan baik. Banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah diantaranya, pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih belum maksimal,perencanaan   pembangunan   masih   didominasi   oleh   kebijakan kepala daerah. Adanya proses perencanaan kegiatan terpisah dari penganggaran yang disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di OPD yang terbatas baik secara kuantitas maupun kualitasnya, perencanaan hanya dibuat oleh pengguna anggaran dan bendahara, kelemahan lain adalah indikator capaian seringkali tidak jelas dan tidak terukur serta pendalaman analisis yang kurang dan seharusnya mengarah pada “how to achieve” suatu target bukannya memenuhi “order” kepentingan.
Dalam  proses  perencanaan  perlu  didorong  kontribusi  setiap  OPD untuk mengatasi kemiskinan sesuai tupoksi dan pengkoordinasian kegiatan antar OPD dalam proses perencanaan yang berimplikasi pada sinergisitas sehingga  jauh  dari  kegiatan  ego-sektoral  dan  menyebabkan  ketimpangan kegiatan antar OPD. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2004).
Organisasi pemerintah senantiasa menghadapi permasalahan yang kompleks dan persoalan yang paling umum adalah adanya kesalahan administrasi serta tindak pidana korupsi. Permasalahan mendasar ini haruslah dipikirkan dan dicarikan solusinya apakah dengan  melakukan penyederhanaan atau penambahan   lembaga-lembaga pengawasan yang ada ataukah membuat suatu aturan yang jelas dan tegas dengan tetap berpegang teguh pada upaya-upaya peningkatan kinerja pemerintah (Ihyaul, 2004:85).
Sebagai langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) adalah implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang adil, transparan dan akuntabel. Akuntansi pemerintahan dalam hal ini dipakai sebagai alat untuk melakukan upaya elaborasi good governance ke tataran yang lebih riel (Mardiasmo,  2002).     Artikulasi  dan  elaborasi  yang  dimaksudkan  dapat melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan audit atau pemeriksaan sektor pemerintah..
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan,  dan  Dapat  dipahami  (Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun 2010). Hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Implementasi Sistem Akuntansi secara optimal akan menjadikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan    akan menjadi berkesinambungan dan optimal.
Pemerintah daerah harus bisa mengimplementasikan berbagai formula baru yang efektif dan efisien terkait dengan pengelolaan keuangan, misalnya penerapan  sistem  akuntansi  secara  optimal  dalam  setiap  perencanaan, eksekusi dan pelaporan kegiatan. Penerapan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan dan kebijakan pusat serta implementasi sistem akuntansi yang baik tentu akan memudahkan setiap proses baik perencanaan ataupun pelaporan nanti.

LANDASAN TEORI
Sistem Akuntansi Pemerintah
Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan  untuk  menghasilkan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011 adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
Organisasi Pemerintah bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak  di  luar  organisasi  telah  diatur  dalam  standar  akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansi pemerintahannya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jadi SAP menjadi patokan dalam merancang sistem akuntansi pemerintah untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standard akuntansi pemerintah.
SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor.
Beberapa upaya untuk membuat suatu standar yang relevan dengan   praktik-praktik   akuntansi   di   organisasi   sektor   publik   di Indonesia telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (Nordiawan, 2006). Ide perlunya SAP sebenarnya sudah lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Sejalan dengan perkembangan akuntansi di sektor swasta yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh IAI (1994), kebutuhan SAP kembali menguat. Pada sektor komersil, standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pemakai di luar manajemen perusahaan (IAI, 1994). Standar akuntansi keuangan ini penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan.
Hal yang sama juga berlaku pada sektor pemerintahan. SAP akan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menuju kepada pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan memulai upaya untuk mengembangkan SAP. Di Indonesia, bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara gamblang menyebutkan perlunya SAP dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Seiring dengan digencarkannya reformasi pengelolan keuangan negara, Menteri Keuangan kemudian membentuk KomiteStandar Akuntansi Pemerintah (KSAP) Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep SAP pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. Secara umum KSAP mempunyai tugas untuk menyusun SAP. Akan tetapi SAP ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah. Kewenangan menetapkan  atau  mengatur  sistem  akuntansi  tidak  berada  di  KSAP tetapi berada di Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat dan Gubernur,  Bupati,  Wali  kota  untuk  masing-masing  Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
Dengan ditetapkannya PP No. 24 tahun 2005 menjadikan Indonesia pertama kali memiliki SAP. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan,  sehingga  dapat  dikatakan  Indonesia  memasuki  babak baru   dalam   pelaporan   keuangan   kegiatan   pemerintah   Indonesia (Sinaga). Standar akuntansi menjadi patokan dalam merancang sistem akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi. SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkannya. Karena SAP merupakan standar yang harus diikuti dalam penyajian laporan keuangan instansi pemerintah, maka sistem akuntansi   pemerintah   harus   dapat   menyajikan   informasi   yang dibutuhkan sesuai SAP. 
Dalam Simanjuntak (2010), proses penyusunan SAP melalui mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) untuk menjaga kualitas SAP. Penyusunan SAP dilakukan melalui suatu proses yang sistematis (due process) yang biasa dilakukan oleh lembaga penyusun standar akuntansi, seperti Dewan Standar Akuntansi IAI, International Accounting Standards Board, dan lain-lain. Tahapan ini dimulai dari pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi draf SAP   sampai   dengan   pengusulan   SAP   untuk   ditetapkan   dengan Peraturan Pemerintah. Termasuk dalam tahapan tersebut adalah dengar pendapat publik dan permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam menyusun SAP, KSAP mengunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants, International Accounting Standards Committee, International Monetary Fund,  Ikatan  Akuntan  Indonesia,  Financial  Accounting  Standard Board, Governmental Accounting Standard Board, Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara, Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.
Proses penyiapan SAP yang digunakan ini adalah proses yang berlaku  umum  secara  internasional  dengan   penyesuaian  terhadap kondisi  yang  ada  di  Indonesia.  Penyesuaian  dilakukan  antara  lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. SAP yang ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari Kerangka Konseptual (KK) dan PSAP. KK berfungsi sebagai acuan bagi penyusun standar dalam melakukan penyusunan SAP dan juga acuan  bagi  pengguna  untuk  menyajikan  transaksi  yang  tidak  diatur dalam  pernyataan  standar.  SAP  ini  menganut  azas  lex  specialis derogate lex generalis, artinya, hal yang diatur secara spesifik dalam pernyataan standar mengalahkan hal yang diatur secara umum dalam KK.

SAP Berbasis Akrual
Dalam  rangka  mengemban  amanat  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 yang menetapkan basis akrual diterapkan selambat- lambatnya pada tahun anggaran 2008, KSAP sejak tahun 2006 telah memulai mengkaji, melakukan penelitian dan pembahasan serta menyiapkan Draft SAP yang berbasis akrual berdasarkan kesepakatan sementara dari KSAP. Penyusunan Draft SAP yang berbasis akrual tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan antara lain:
1. SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005 - cash towards accrual) baru saja diterbitkan dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. SAP  berbasis  akrual  yang  akan  disusun  sesuai  Undang-undang Keuangan Negara mengharuskan perubahan/penyempurnaan pada bidang perencanaan dan penganggaran, dimana KSAP tidak dalam posisi   untuk   membuat   ketentuan/peraturan   di   bidang   tersebut (misalnya   keharusan   untuk   menganggarka   terhadap   kewajiban-kewajiban yang harus dibayar pada akhir tahun buku). Atas 2 (dua) strategi tersebut, KSAP sepakat menggunakan strategi yang ke-dua, dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. SAP berbasis kas menuju akrual telah disusun dengan mengacu pada beberapa referensi bertaraf internasional antara lain IPSAS, Governmental Accounting Standards Board (GASB), dan Government Finance Statistics (GFS), sehingga diharapkan SAP berbasis kas menuju akrual yang akan disesuaikan menjadi akrual sudah dapat diterima umum;
b. Mengurangi resistensi dari para pengguna SAP (PP Nomor 24 Tahun 2005) terhadap  perubahan  basis akuntansi. Pengguna PP Nomor 24 Tahun 2005 masihdalam tahap pembelajaran dan perlu waktu  yang  cukup  lama  untuk  memahaminya  sehingga  apabila SAP akrual berbeda jauh dengan SAP berbasis kas menuju akrual akan menimbulkan resistensi;
c. Penyusunan  SAP  berbasis  akrual  relatif  menjadi  lebih  mudah karena sebagian dari PSAP berbasis kas menuju akrual (PSAP Nomor 01, 05, 06, 07, dan 08 dalam PP 24/2005) telah berbasis akrual sehingga hanya memerlukan penyesuaian beberapa PSAP berbasis akrual;
d. Penerapan  SAP  berbasis  akrual  yang  disusun  sesuai  pola  SAP berbasis  kas  menuju  akrual  lebih  mudah  bagi  para  pengguna standar  karena  sudah  disosialisasikan,  dan  para  pengguna  telah memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual. SAP basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, akan tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 (Simanjuntak, 2010). Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (pasal 7 PP 71 tahun 2010).Untuk pemerintah pusat, strategi penerapan basis akrual, sudah dilakukan mulai tahun 2009, yaitu dengan menyajikan informasi akrual untuk pendapatan dan belanja sebagai pelengkap LRA berbasis kas.

Kinerja Pemerintah Daerah
Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membahas mengenai masalah kinerja tentu tidak terlepas dari proses, hasil dan daya guna. Dalam hal ini kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, seperti lingkungan kerja, kelengkapan kerja, budaya kerja, motivasi, kemampuan pegawai, struktur organisasi, kepemimpinan dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengkaji kinerja tidak lepas dari beberapa teori yang berhubungan dengan kinerja sebagaimana diuraikan berikut ini.
Secara  etimologis,  kinerja  adalah  sebuah  kata  yang  dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com).
Definisi  kinerja  organisasi  yang  dikemukakan  oleh  Bastian dalam Tangkilisan (2005: 175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian    pelaksanaan tugas    dalam    suatu    organisasi,    dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Menurut Prawirosentono  (1999:  2) kinerja merupakan  hasil  kerja yang  dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan berkaitan kuat terhadap tujuan-tujuan strategi organisasi.
1. Penilaian Kinerja
Tercapainya tujuan lembaga merupakan salah satu wujud dari keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tetapi keberhasilan tersebut tidak dapat dilihat begitu saja, diperlukan penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut. Penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan poses kegiatan manajemen SDM. Dwiyanto (2006: 47) menjelaskan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran suatu organisasi dalam mencapai visinya.Bastian dalam Tangkilisan (2005 : 173) mengemukakan bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus. Secara rinci, Bastian dalam Tangkilisan (2005: 173) mengemukakan peranan penelitian pengungkuran kinerja organisasi sebagai berikut :

a.	Memastikan   pemahaman   para   pelaksana   dan   ukuran   yang digunakan untuk pencapaian prestasi,
b.   Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati,

c.	Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya,
d.	Memberikan  penghargaan  maupun  hukuman  yang  objektif  atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati,
e.	Menjadikan sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi,
f.    Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, g.   Membantu proses kegiatan organisasi,
h.	Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif,
i.    Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan, j.    Mengungkapkan permasalahan yang terjadi,

Menurut Dwiyanto (2006: 49) penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi juga harus dilihat  dari  indikator-indikator  yang  melekat  pada  pengguna  jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntibilitas dan responsibilitas. Menurut Robbins (1996:20) hakekat penilaian terhadap individu merupakan hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Penilaian  pekerjaan  yang  mencukup:  kerja  sama,  kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan teknik, inisiatif, semangat, kehandalan/tanggung jawab, kuantitas pekerjaan.
Mengacu pada beberapa pendapat diatas, maka dalam pengukuran kinerja (performance measurement) organisasi hendaknya dapat menentukan aspek-aspek apa saja yang menjadi topik pengukurannya Dari beberapa komponen pengukuran kinerja akan digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  dalam  penelitian  ini untuk mengukur kinerja, peneliti akan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: Kualitas, Kuantitas, Kerjasama, Inisiatif, dan Kehandalan/tanggung jawab.

2. Analisis Kinerja
Menurut   Robbins   (1996:   20)   hakekat   penilaian   terhadap individu merupakan hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Penilaian pekerjaan yang mencukup: kerja sama, kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan teknik, inisiatif, semangat, kehandalan/tanggung  jawab,  kuantitas  pekerjaan.  Analisis kinerja  menurut  Robbins  (1996:  20)  dapat  di  ukur,  melalui  lima indikator yaitu:
a. Kualitas
Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003: 56) bahwa “quality” (kualitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan,  kelengkapan,  dan  kerapian.  Ketepatan  adalah  ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. Kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
b. Kuantitas.
Kuantitas  adalah  segala  bentuk  satuan  ukuran  yang  terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.
c. Kerjasama.
Kerjasama   tim   merupakan   bentuk   kerja   kelompok   yang bertujuan untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang  menjadi  satu  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Tujuan  tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi paling popular dari tim. Dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemauan untuk saling bergandeng tangan menyelesaikan pekerjaan.
d. Inisiatif.
Pengambilan  inisiatif  merupakan  elemen  kunci  dalam melakukan perbaikan di tempat kerja, juga menghadapi perubahan- perubahan dan memberikan pelayanan kepada para pelanggan di luar batas-batas harapan mereka. Dengan mengambil inisiatif, semua karyawan bisa meningkatkan transparasi atau visibilitas mereka dalam suatu perusahaan dan memacu peluang-peluang untuk mendapatkan pengakuan, pembelajaran, perkembangan pribadi, promosi, kenaikan gaji, bonus dan peningkatan kinerja yang baik.
e.   Kehandalan/tanggung jawab.
Kehandalan  adalah  salah  satu  dimensi  dari  pelayanan berkualitas.  Pelayanan  berkualitas  merupakan  upaya  yang  dilakukan oleh  perusahaan  untuk  memenuhi  harapan  pelanggannya.  Pelayanan yang  berkualitas  lebih  menekankan  aspek  kepuasan  konsumen  yang diberikan oleh perusahaan yang menawarkan jasa.
Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, maka pengertian analisis kinerja merupakan proses pengumpulan informasi tentang bagaimana tingkat kemampuan pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Pengelolaan Pasar Niten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi sehingga tujuan lembaga akan tercapai.
Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah atau karateristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2013: 81). Dari masing-masing OPD diambil 3 orang responden yang terdiri dari Kepala Didas/ Badan, Sekretaris, Kasubag Program/ Kasubag Keuangan. Pada  Penelitian ini mengguakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013: 85) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik penarikan sampel purposive ini dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi. Dan berikut ini adalah kriterianya Kuesioner yang disebar sebanyak 99 kuesioner
1. Responden yang diberikan sebanyak 99 Orang responden
2. Responden tersebut terdiri dari Kepala dinas/  Badan, Sekretaris Dinas/Kepala Bidang, Kasubag/Kasubid.

Jenis Dan Sumber Data
Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbetuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. (Sugiyono, 2013: 14).

Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,  yakni  data  yang  diperoleh  langsung    dari  sumber  atau obyek penelitian. Data primer diperoleh melalui kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan  Kuesioner.
1. Studi  Pustaka,  merupakan  cara  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan   mengkaji   berbagai   literatur   yang   terkait   dengan   objek penelitian.
2. Kuesioner, merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  informasi  yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
1. Analisis deskriptif
	Analisis  deskriptif  adalah  metode  analisis  dengan  cara mendiskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud.
2.   Analisis kuantitatif
Analisa ini bersifat hitungan dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisa data yang berujud angka.
Cara penskoran instrumen ini adalah dengan menggunakan Skala Likert:
4= Sangat Setuju (ST)
3= Setuju (S)
2= Tidak Setuju (TS)
1= Sangat Tidak Setuju (STS)

Alat Analisis Data
1.  Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang   menunjukkan   tingkat-tingkat kevalidan   atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2006: 168). Teknik yang akan digunakan untuk uji validitas adalah teknik korelasi Pearson Product Moment. Pengujian validitas dibantu menggunakan program SPSS 22.0 for windows  dilakukan dengan  cara mengkorelasikan masing-masing pertany aan dengan skor total. Nilai korelasi (r) dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel korelasi, untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan taraf signifikansi 5% dan jika r-hitung > r-tabel maka pertanyaan tersebut valid.
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk   digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik   (Arikunto, 2006: 178). Tehnik yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah tehnik Alpha Cronbach. Uji reliabilitas instrumen menggunakan pengujian dengan taraf signifikansi 5%.   Penghitungan   dibantu   dengan   menggunakan   program SPSS 22.0 for windows.

Analisis regresi Linier Berganda
Karena model dengan lebih dari satu variabel bebas sehingga menggunakan regresi linier berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan sofware data SPSS. Sebelum diestimasi dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, maka peneliti akan melakukan pengumpulan  data  primer,  yang  diperoleh  dengan  kuesioner  yang menggunakan skala likert kemudian diberi skor.
Karena   mempunyai   2   variabel   Independent   (bebas)   maka   digunakan persamaan :
Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan :
α  = Konstanta
Y  = Kinerja Pemerintah
X1 = Sistem pengelolaan keuangan daerah
X2 = Implementasi SAP
b1,b2, = Koefisien regresi linier berganda
e = Eror Tern

Uji Asumsi Klasik
Hasil dari pengujian hipotesis yang baik adalah pengujian yang tidak melanggar tiga asumsi klasik yang mendasari model regresi berganda, ketiga asumsi tersebut adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedatisitas dan autokorelasi.

Pengujian Hipotesis
Uji Parsial (Uji t)
Uji   t   digunakan   untuk   mengetahui   pengaruh   masing-masing variabel    independen (Sistem Pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akuntansi) terhadap variabel dependen (Kinerja Pemerintah Kabupaten  Lombok  Timur).  Pengujian  t  dilakukan  dengan membandingkan t   hitung dengan t table. Jika t hitung lebih besar dari t tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau (p-value < 0,05), maka Ha diterima, yang   artinya   variabel   independen yang diuji secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013).

Uji Simultan (Uji F)
Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh     signifikan     terhadap     variabel     dependen     (Priyatno, 2012:137).


HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Hasil Penelitian
Uji Validitas
Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi Person Product Moment. Arikunto (2006: 170) menyatakan bahwa nilai korelasi r dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel korelasi, untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan taraf signifikansi 5% dan jika r hitung > r- tabel maka pertanyaan tersebut dengan valid. Nilai r table diketahui sebesar 0,3494  Dengan  demikian  dasar  pengambilan  keputusan  Validitas  adalah sebagai berikut,:
a.   r hitung   >  0,3494, maka butir pertanyaan dianggap Valid
b.  r hitung   <  0,3494, maka butir pertanyaan dianggap tidak valid

a. Uji validitas Variabel X1 (Pengelolaan Keuangan Daerah)
Hasil uji validitas terhadap kuesioner yang digunakan pada variabel X1 (Pengelolaan Keuangan Daerah) dalam penelitian ini menunjukkan 3 pertanyaan tidak valid dan 16 pertanyaan dinyatakan valid. Yang dimana r hitung tertinggi adalah 0.951 karena memiliki nilai r hitung > 0,3494 Dengan demikian data kuesioner dapat digunakan lebih lanjut. Analisis outputnya sebagai berikut.



Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas X1 (Pengelolaan Keuangan Daerah)
	
Pertanyaan
	r hitung
	r table
5%(30)
	
Sig
	
Kriteria

	1
	0,601
	0,3494
	0,000
	Valid

	2
	0,578
	0,3494
	0,001
	Valid

	3
	0,545
	0,3494
	0,001
	Valid

	4
	0,867
	0,3494
	0,001
	Valid

	5
	0,951
	0,3494
	0,000
	Valid

	6
	0,951
	0,3494
	0,000
	Valid

	7
	0,951
	0,3494
	0,000
	Valid

	8
	0,951
	0,3494
	0,000
	Valid

	9
	0,896
	0,3494
	0,000
	Valid

	10
	0,363
	0,3494
	0,049
	Valid

	11
	0,951
	0,3494
	0,000
	Valid

	12
	0,363
	0,3494
	0,049
	Valid

	13
	0,363
	0,3494
	0,049
	Valid

	14
	0,363
	0,3494
	0,049
	Valid

	15
	0,545
	0,3494
	0,002
	Valid

	16
	0,886
	0,3494
	0,000
	Valid


Sumber : lampiran 2

b.     Uji Validitas Variabel Implentasi SAP (X2)

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Implementasi SAP (X2)
	
Pertanyaan
	r hitung
	r table
5%(30)
	
Sig
	
Kriteria

	1
	0,689
	0,3494
	0,000
	Valid

	2
	0,689
	0,3494
	0,000
	Valid

	3
	0,971
	0,3494
	0,000
	Valid

	4
	0,689
	0,3494
	0,000
	Valid

	5
	0,689
	0,3494
	0,000
	Valid

	6
	0,709
	0,3494
	0,000
	Valid

	7
	0,593
	0,3494
	0,001
	Valid

	8
	0,377
	0,3494
	0,040
	Valid

	9
	0,689
	0,3494
	0,000
	Valid

	10
	0,593
	0,3494
	0,001
	Valid


Sumber : Lampiran 2
Hasil uji validitas terhadap kuesioner yang digunakan pada variabel Implentasi SAP (X2) dalam penelitian ini menunjukkan untuk data semua pertanyaan valid, yang dimana r hitung tertinggi adalah 0,971 dan r hitung paling rendah adalah 0,377. Karena memiliki nilai r hitung > 0,3494 Sehingga data kuesioner dapat digunakan lebih lanjut.
c.       Uji Validitas Variabel Kinerja pemerintah Daerah (y)
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kinerja pemerintah Daerah (y)
	
Pertanyaan
	r hitung
	r table
5%(30)
	
Sig
	
Kriteria

	1
	0,449
	0,3494
	0,013
	Valid

	2
	0,519
	0,3494
	0,003
	Valid

	3
	0,617
	0,3494
	0,000
	Valid

	4
	0,730
	0,3494
	0,000
	Valid

	5
	0,821
	0,3494
	0,000
	Valid

	6
	0,920
	0,3494
	0,000
	Valid


Sumber : Lampiran 2
Hasil uji validitas terhadap kuesioner yang digunakan pada variabel Kinerja pemerintah Daerah (y) dalam penelitian ini menunjukkan 2 (dua) pertanyaan tidak valid, disebabkan r hitung < dari r table dan tingkat signifikansinya > 0,05 yaitu terletak pada pertanyaan ke 2 dan pertnyaan ke3. Nilai r hitung tertinggi 0,920 dan r hitung paling rendah 0,244. Dengan demikian data kuesioner dapat digunakan lebih lanjut namun 2 kuesioner yang tidak bisa dilantjutkan.
Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik  (Arikunto,  2006:  178).  Teknik  yang  digunakan  untuk  uji  reliabilitas adalah teknik Alpha Cronbach. 

Uji reliabilitas pada tabel 4.10 diatas dapat dilihat pada nilai Cronbach’s Alpha, jika nilai alpha > 0,60 maka konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel. Nilai cronbach’s Alpha untuk variabel x1 adalah 0,938 artinya dibawah 0,60 maka tidak reliabel. Untuk data x2 nilai cronbach’s alpha adalah 0,861 jadi diatas 0,60 maka reliabel. Untuk data y nilai cronbach’s alpha adalah  0,808  jadi diatas 0,60 maka reliabel.

Uji Regresi Linear Berganda
Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresinya adalah : Y = 14,675 + 0,000 X1  + 0,348 X2
Berdasarkan  pada  hasil  koefisien  regresi  diatas  memiliki  makna  sebagai berikut:
a.   Nilai konstanta adalah positif 14,675 mengandung arti bahwa apabila nilai variabel independen X1 dan X2, adalah nol maka nilai Y  sebesar 14,675
b.    Nilai koefisien 0,000  artinya ketika variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan, maka akan cenderung menaikaan nilai y sebesar 0,000
c.   Nilai  keofisien  0,348  artinya  ketika  variabel  X2   mengalami  kenaikan, maka akan cendrung menaikan nilai kinerja pemerintah sebesar 0,348.

Uji  Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel   pengganggu   atau   residual   memiliki   distribusi   normal.   Seperti  diketahui, bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2006). Berdasakan  data  yang  telah  dikumpulkan,  maka  diperoleh  hasil olahan Dari hasil output yang diperoleh Sig (2-tailed) sebesar 0,064 karena signifikansi lebih dari 0,05 (0,064 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
Uji Multikoleniaritas
Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinieritas, yaitu dengan menganalisis nilai tolerance serta Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,1 (Ghozali, 2006:83). Hasil pengujian multikolinieritas terlihat bahwa X1   memiliki Variance Inflation Faktor VIF lebih kecil dari 10 (1,019 < 10), dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 (0,981 > 0,1), dan pada X2 memiliki VIF lebih kecil dari 10 (1,019 < 10), dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 (0,981> 0,1). Dengan demikian tidak  terjadi multikoliniaritas.
Uji Heteroskedastisitas
Deteksi ada atau tidaknya heterokesdastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser antara nilai prediksi variabel terkait (ZEPRED) dengan residualnya (SRESID). Dari output di atas dapat diketahui bahwa signifikansi keuangan darerah sebesar 0,060 dan implentasi SAP sebesar 0,797, lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji Autokelarasi
Berdasarkan table 4.15 Hasil uji autokorelasi menunjukan bahwa pada nilai durbin watson adalah 2,631   dengan n= 30 dan   k=2 dengan nilai  df=  n-k-1  atau  30-2-1=  27  didapat  nilai  dU  =  1.5562  dan    dL =1.2399. Nilai 4-dL =2,4438 dan nilai 4-du =2,28 dengan dU<dW<4-dU= 1.5562<1,769< 2,631 dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.
Uji Hipotesis
Uji Parsial (Uji t)

Uji   statistik   t   dilakukan   untuk   menunjukkan   seberapa   jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji statistic sebagai berikut.

Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial (Ujit t )
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a. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

Berdasarkan  tabel  4.16  menunjukan  hasil  bahwa  pada  model-model tersebut adalah sebagai berikut:
1.   Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)
Ho1=  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur
Ha1= sistem pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Timur

a. Dengan membandingkan t hitung dengan t tabel
Berdasarkan table di atas diperoleh nilai koefisien regresi variabel system pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,000,. Nilai t hitung sebesar -0,004. T tabel dicari pada signifikansi 0,05/2= 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df= n-k-1 atau 30-2-1= 27. Hasil diperoleh untuk t table sebesar 2,05183.   Karena t hitung <   t table (-0,004<2,05183) maka Ho1 diterima, Ha1 ditolak. Artinya sistem pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

b.   Berdasarkan signifikansi
Berdasarkan  tabel  di  atas  diperoleh  tingkat  signifikansi  sebesar 0,997. Karena tingkat signifikasinya > 0,05 (0,997> 0,05) maka H01 diterima. Artinya sistem pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.


2. Implementasi SAP
Ho1=  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur
Ha1= sistem pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Timur
a.   Dengan membandingkan t hitung dengan t tabel
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien regresi variabel sistem pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,348. Nilai t hitung sebesar 2,625. t tabel dicari pada signifikansi 0,05/2= 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df= n-k-1 atau 30-2-1= 27. Hasil diperoleh untuk t table sebesar 2,05183.  Karena t hitung >  t table (2,625>2,05183) maka Ho1 ditolak, Ha1 diterima. Artinya implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

b.   Berdasarkan signifikansi
Berdasarkan tabel di atas diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,014. Karena tingkat signifikansi < 0,05 (0,014 < 0,05) maka H01  ditolak dan Ha diterima. Artinya implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Uji Simultan (Uji F)
Pengujian   ini   dimaksudkan   untuk   mengetahui   apakah   kedua variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan.
Tabel 4.17 Hasil Uji Simultan (Uji F)
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a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah
b. Predictors: (Constant), Implentasi_SAP, Keuangan_daerah
Sumber : lampiran 3
Dari tabel 4.17 diperoleh nilai F hitung sebesar 3,511 dengan nilai f table sebesar 2,92 artinya F- hitung > F- table degan tingkat signifikansi sebesar  0,044  <  0,05.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  sistem  pengelolaan keuangan   daerah   dan   implementasi   sistem   akuntansi   pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah daerah.
Berdasarkan output diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa antara X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y artinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntasi pemerintah berpengaruh secara bersama- sama terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pembahasan Hasil Penelitian
Sistem pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah apabila dilakukan dengan baik dan optimal tentu akan memiliki hubungan atau berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Namun berbeda dengan hasil yang peneliti temukan di lapangan yang ada di OPD-OPD yang ada di  Kabupaten Lombok Timur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan daerah    tidak    berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten  Lombok  Timur.  Sistem  pengelolaan  daerah  tidak berpengaruh   terhadap   kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur ini dibuktikan dengan nilai koefisien  regresi sistem pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,000. Nilai t hitung sebesar   - 0,004. Hasil diperoleh untuk t table sebesar 2,05183.  Karena t hitung <  t table (0,004 < 2,05183) maka Ho1 diterima, Ha1  ditolak. Artinya sistem pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga dibuktikan dari tingkat signifikansi sebesar 0,997. Karena tingkat signifikansi > 0,05 (0,997 > 0,05) maka H01  diterima. Artinya sistem pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Salah satu faktor penyebab tidak berpengaruhnya pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah adalah faktor internal para responden yaitu masa jabatan dari masing-masing responden dimasing- masing OPD rata-rata kurang dari 5 tahun, dan masih tergolong kategori baru   menjabat   sehingga   tingkat   pemahaman   tentang   pengelolaan keuangan dimasing-masing OPD masih tahap penyesuaian. Besar kemungkinan responden memberikan jawaban di dalam kuesioner yang disebar berdasarkan pengalaman sebelumnya sehingga belum maksimal.
Penelitian ini sejalan dengan penelitain yang dilakukan oleh Adawiyah (2015), Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman).   Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja pemerintah daerah, (2) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Lintong  (2017),  berjudul  “Pengaruh  Implementasi  Sistem Akuntansi,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Pengawasan  Internal Terhadap   Kinerja   Pemerintah   Kota   Kotamobagu”.   Dengan   hasil penelitian bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Implementasi  sistem  akuntansi  berpengaruh     terhadap  kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur
Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011 adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Implementasi SAP menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Prosedur dan tata laksana yang terkandung dalam SAP akan meningkatkan kinerja pemerintah jika diimplementasikan dengan optimal. Pentingnya pelaksanaan SAP yang optimal akan bepengaruh terhadap kinerja pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh nilai koefisien regresi variabel sistem pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,348. Nilai t hitung sebesar 2,625. Hasil diperoleh untuk t table sebesar 2,05183. Karena t hitung > t - table (2,625>2,05183) maka Ho1 ditolak, Ha1  diterima. Artinya implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan   tingkat signifikansi sebesar 0,014. Karena tingkat signifikasnsi < 0,05 (0,014 < 0,05) maka H01 ditolak dan Ha diterima. Artinya implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sistem keuangan daerah mempunyai arti sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah, oleh karena itu sistem akuntansi keuangan daerah diupayakan untuk terus berjalan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintah, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat. Kinerja pemerintah akan terlaksana dengan maksimal jika dilaksanakannya sistem akuntansi pemerintah dengan baik sehingga menimbulkan dukungan kuat terhadap kinerja pemerintah.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elia Saerang (2017), Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. Implementasi Sistem Akuntansi berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2013), Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah. Hasil penelitiannya bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Secara simultan sistem pengelolaan keuangan dan implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Karianga:2011). SAP akan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menuju kepada pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan memulai upaya untuk mengembangkan SAP. Di Indonesia, bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara. Dua indictor ini dirasa memiliki hubungan dengan kinerja pemerintah daerah. Dari kuesioner yang peneliti sebarkan di seluruh OPD di Kabupaten Lombok Timur, peneliti tidak menemukan satu pun menemukan nilai 1 dan 2 yang menandakan OPD tidak menyetujui pelaksanaan Kinerja keuangan dan SAP berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Lombok Timur. Rata-rata memberikan nilai 4 dan 3, ini menandakan bahwa kinerja pemerintahan di Kabupten Lombok Timur berjalan optimal tidak terlepas dari peran pengelolaan keuangan daerah yang baik dan pelaksanaan SAP yang optimal. 
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan Sig 0,044 maka <  0,05 sehingga Ho ditolak, dengan demikian Ha diterima. Berdasarkan output diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa antara X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Y  artinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntasi pemerintah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.

KESIMPULAN
Kesimpulan

1. Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan daerah   tidak   berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Variabel sistem  pengelolaan  daerah  tidak     berpengaruh     terhadap     kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur ini dibuktikan dengan nilai koefisien    regresi  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  sebesar  0,000. Nilai  t  hitung  sebesar  -0,004.  Hasil  diperoleh  untuk  t  tabel  sebesar 2,05183.  Karena t hitung <  t table (-0,004<2,05183) maka Ho1 diterima, Ha1 ditolak. Artinya sistem pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga dibuktikan dari tingkat signifikansi sebesar 0,997. Karena tingkat signifikasnsi > 0,05, (0,997> 0,05) maka H01  diterima. Artinya sistem pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Sistem   implementasi   SAP   berpengaruh   terhadap   kinerja   pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh nilai  koefisien  regresi  variabel  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah sebesar 0,348. Nilai t hitung sebesar 2,625. Hasil diperoleh untuk t table sebesar 2,05183. Karena t hitung >t table (2,625>2,05183) maka Ho1 ditolak, Ha1  diterima. Artinya implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan   tingkat signifikansi sebesar 0,014. Karena tingkat signifikasinya < 0,05 (0,014 < 0,05) maka H01  ditolak dan Ha diterima. Artinya implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Pengelolaan keuangan daerah dan Implmentasi SAP berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan Sig 0,044 maka <   0,05 sehingga Ho ditolak, dengan demikian Ha diterima. Berdasarkan output diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa antara Pengelolaan kuangan daerah dan Implentasi SAP secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Keterbatasan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  tentunya penulis  menyadari  bahwa  masih  banyak terdapat kekurangan atau keterbatasan yang mengurangi kesempurnaan dari penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya :
1. Penelitian  ini  menggunakan  pengelola  keuangan  dan  SAP  sebagai variabel independen dan kinerja pemerintah sebagai variabel dependen.
2. Penelitian   ini   hanya   menggunakan   kuesioner   sebagai   instrumen penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner.
3. Responden yang digunakan seluruh OPD di Kabupaten Lombok Timur namun sedikitnya dari OPD yang mengembalikan kuesioner, sehingga hasilnya kurang dapat digenerealisasi secara luas.
Saran
Adapun  saran  yang  diberikan  untuk  penelitian  yang  akan  datang  adalah sebagai berikut :
1. Penelitian selanjutnya diharapkan variabel penelitian ditambah lebih banyak lagi agar hasil penelitian lebih maksimal.
2. Penelitian   selanjutnya   diharapkan   dapat   menggunakan   pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka serta wawancara sebagai insturmen penelitiannya, agar penelitian lebih lengkap dan pengaruh  tidak dapat diukur.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan responden dari semua   OPD   dan   lebih   dipastikan   seluruh   OPD   mengembalikan kuesioner yang sudah disebar  sehingga penelitian lebih akurat.
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